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BUPATI SITUBONDO 
PROVINS( JAWA TIMUR 

PERATURAl'I DAERAH KABUPATElf SITUBOJJDO 
JJOMOR 1' · TARUl'f 2017 

TB!f'TAJJG 
AJJGGARAJJ PEBDAPATAJJ DAN BELAIIJA DAERAH 

TARUl'f AJJGGARAJJ 2018 

DBJJGAJJ RAHMAT TUBAJJ YANG MAHA BSA 

BUPATI SITUBOJJDO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat ( 1) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018; 

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten da1am 
lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahtin 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5409); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang 
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2010; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 83 Tahun 2012; 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian clan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak clan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016; 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
Undangan; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terahir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum Daerah; 

32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07 /2006 
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana 
Bagi Hasil Cukai Tembakau; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
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tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 
2003 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank 
Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2003 Nomor 5) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 5); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 
2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Situbondo Seri E Nomor 2); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 
2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri E Nomor 03); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 17 Tahun 
2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2006 
Nomor 17); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 
2007 tentang Penetapan Atas Pendirian Perseroan 
Terbatas (PT) Radio Suara Situbondo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 6); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-
2021; 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2017 Nomor 8); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 
2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 
(Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 
Nomor9). 
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Dengan Persetajuan Benama 

DEWAit PBRWAKILAII RAKYAT DABRAB 
KABUPATBK SITUBORDO 

Dan 
BUPATI SITUBOIIDO 

IIBMUTUSKAII' : 

Menetapkan : PBRATURAJI DABRAB TBllfTAifG AROGARAII PEJIDAPATAif 
DAit BELAIIJA DABRAII TABUlf ARGGARAII 2018. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
sebagai berikut: 

1. Pendapatan Daerah Rp. 1.500.271.941.152,45 

2. Belanja Daerah Rp. 

Defisit Rp. 

3. Pembiayaan Daerah : 

a. Penerimaan Rp. 

b. Pengeluaran Rp 

Pembiayaan Netto Rp. 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran tahun Berkenaan Rp. 

Pual2 

l.572.429.855.399,70(-) 

(72.157.914.247,25) 

72.157.914.247,25 

0,00(-) 

72.157.914.247,25 

0,00 

( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 1 terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-Lain Pendapatan 

Daerah yang Sah 

Rp. 185.007.911.643,45 

Rp. 1.038.651.064.000,00 

Rp. 276.612.965.509,00 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dim.aksud pada ayat ( 1) 
huruf a terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah Rp. 36.892.335.638,78 

b. Retribusi Daerah Rp. 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang Dipisa.hkan Rp. 

d. Lain-lain Pendapatan Asli 

11.790.917.074,00 

4. 735.361.417,00 

Daerah yang Sah Rp. 131.589.297.513,67 
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(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b terdiri darijenis pendapatan: 

a. Dana Transfer Umum Rp. 894.774.430.000,00 

b. Dana Transfer Khusus Rp. 143.876.634.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Hibah Rp. 

b. Dana Darn.rat 

C. Dana Bagi Hasil Pajak dari 

Povinsi dan Pemerintah 

Daerah l.ainnya 

d. Dana Penyesuaian dan 

Rp. 

Rp. 

0,00 

0,00 

86.411.288.509,00 

Otonomi Khusus Rp. 142.164.807.000,00 

e. Bantuan Keuangan dari 

Propinsi atau/dari 

Pemerintah Daerah Lainnya Rp 

PaA13 

48.036.870.000,00 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 
2 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak La.ngsung Rp. 938.553.123.556,00 

b. Belanja La.ngsung Rp. 633.876.731.843,70 

(2) Belanja Tidak La.ngsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai Rp. 702.016.369.663,00 
b. Belanja Bunga Rp. 0,00 
C. Belanja Subsidi Rp. 0,00 
d. Belanja Hibah Rp. 13.588.670.000,00 
e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 6.677.500.000,00 
f. Belanja Bagi Hasil Kepada 

Pemerintah Desa Rp. 2. 929.190.000,00 
g. Belanja Bantuan Keuangan 

Kepada Provinsi/Kabupaten/ 

kota dan Pemerintahan Desa 

dan Partai Politik Rp. 211.148.893.893,00 

h. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.192.500.000,00 

(3) Belanja La.ngsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b terdiri darijenis belanja: 

a. Belanja Pegawai Rp. 

b. 13elaqja 13elaqja Barang clan J&!a Rp. 
72.997. 798.620,00 

303.063.057.870, 10 
c. Belanja Modal Rp. 257.815.875.353,60 
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PaA14 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
angka 3 terdiri dari : 

a. Penerimaan Rp 72.157.914.247,25 

b. Pengeluaran Rp. 0,00 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis pembiayaan : 

a Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun Anggaran 

sebelumnya (SIIPA) Rp. 

b. Pencairan dana cadangan Rp. 

c. Hasil penjualan kekayaan 

Daerah yang dipisahkan Rp. 

d. Penerimaan pinjaman daerah Rp. 

e. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman Rp. 

f. Penerimaan piutang daerah Rp. 

72.157.914.247,25 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb 
terdiri dari jenis pembiayaan : 

a Pembentukandanacadangan Rp. 0,00 

b. Penyertaan modal (investasi) 

pemerintah daerah Rp. 

c. Pembayaran Hutang 

Pemkab Rp 

PaAIS 

0,00 

0,00 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah; 

2. Lampiran II : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja 
dan Pembiayaan; 

4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program 
dan Kegiatan; 
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5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk 

6. Lampiran V1 

7. Lampiran VII 

8. Lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 

: Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan 
per Jabatan; 

: Daftar piutang Daerah; 

: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

: Daftar perkiraan penambahan dan 
pengurangan Aset Tetap Daerah; 

10. Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan 
pengurangan Aset lainnya; 

11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran 
sebelumnya yang belum diselesaikan dan 
dianggarkan kembali dalam tahun 
anggaran ini; 

12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan 

13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi 
daerah. 

Pua16 

Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya 
diusulkan da1am Rancangan Perubahan APBD dan/atau 
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan kreteria 
sebagai berikut : 

a. bukan merupakan 
Pemerintah Daerah 
sebelumnya; 

kegiatan normal 
dan tidak dapat 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; 

dari aktifitas 
diprediksikan 

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Situbondo. 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam 
rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat. 

Paaa17 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 
operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018. 

I 
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Pasal8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo. 

Diundangkan di Situbondo 

pada tanggal 2 8 DEC 2017 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SITUBONDO, 

~ 
SYAIFULLAH 

Ditetapkan di Situbondo 

pada tanggal 2 8 DEC 2017 
BUPATI SITUBONDO, 

DADANG WIGIARTO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2017 NOMOR 11 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINS! JAWA 
TIMUR: 437-11/2017 


